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PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan

Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 , yang ditulis

oleh:

Nama
NIM
Program Studi

: Azhara Nabilah Putri Herliana
: 12220721312

: llmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munagasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

nery wisey jrreAg uejng jo A3is;
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Pembimbing Skripsi I
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PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025” yang ditulis
oleh:

Nama : Azhara Nabilah Putri Herliana
NIM 12220721312
Program Studi : IImu Hukum
Telah di munaqasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu :13:00 WIB - Selesai

Tempat : Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Basir, S.HI., M.H

Penguji I

Syafrinaldi, SH,.M.A A A
Penguji I

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

\ o Vgl |
- % "4 Dr. HiMaghfirah, M.A.
7, “INIP.19741025 2003121 002
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PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025” yang ditulis
oleh:

Nama : Azhara Nabilah Putri Herliana
NIM : 12220721312
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah di munaqasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu : 13:00 WIB - Selesai

Tempat : Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Sekretaris
Basir, S.HI., M.H.

Penguji
Syaftrinaldi, S.H., M.A.

Penguji I
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan 1
Fakul yajiah dan Hukum

NIP. 19780227 200801 1 009

Nery wisey[



‘nery e)sns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep (Ul sin} A1y yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq g

NV VISNS NIN
o0}

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

"yejesew njens uenelfur} neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘uenijeuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynjun eAuey uedinbuad ‘e

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azhara Nabilah Putri Herliana
NIM 112220721312

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 17 Juli 2004
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya
nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )*saya tersebut, maka saya besedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa

paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 April 2026

e “__buat pernyataan
9 ey | S
2 ) ~
HS <R )
3 | METE /

5{8§BANX413335875
" Azhara Nabilah Putri Herliana
Nim : 12220721312

*pilih salah satu sesuai jenis karya ilmiah
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ABSTRAK
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WharﬁNabilah Putri Herliana, Pengawasan Retribusi Parkir Oleh
“;2@6 2 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2: = Berdasarkan Peraturan Wali Kota
£d 2 Nomor 2 Tahun 2025
te B
g8 =
g =
S & Pénelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dimana masih

aitgmukznnya pelanggaran tarif retribusi parkir di Kota Pekanbaru meskipun telah
@ia‘iur @alam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Kondisi tersebut
menunjﬁxkan bahwa pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas
Perhubdhgan Kota Pekanbaru belum optimal. Pengawasan yang belum optimal
erpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan tarif dengan praktik
Elemungﬂ'tan retribusi di lapangan.
&  Pénelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan
Fetribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan
gVaIi Kota Nomor 2 Tahun 2025 serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam
elaksanaan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah
etode hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperolen melalui
Studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Kemudian data dianalisis
secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.
z  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan retribusi parkir oleh
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah dilakukan melalui penetapan standar
tarif parkir, patroli lapangan, mekanisme pengaduan masyarakat, evaluasi, dan
embertan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Namun demikian,
gelaksamaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih
aitemul{annya pratik pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan
§ang b%’claku. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan
éngkaugn dan intensitas pengawasan, faktor ekonomi juru parkir, keterbatasan
rana @an prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum
dalam @raktik perparkiran menjadi penyebab utama belum optimalnya
pelaksagaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun
2025.

1S1d

Kata kﬁnci : Pengawasan, Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Peraturan
Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, Kota Pekanbaru.
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g%alar%nu’alaikum Wr. Wb.

fg gx Aj}lamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah

§V§T at}xs segala Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat

%%yel%aikan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Retribusi Parkir Oleh

%hgas gﬁrhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota

o c

§Iomorg€ Tahun 2025 disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program

e

Studi (%1) I[Imu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

In
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Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak

emow edue

ihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan baik

nu

secara moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis

ue

@’mgin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. §rang tua tercinta yaitu Ayah dan Mama. Terima kasih atas setiap do’a,

o

perjuangan, cinta, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengiringi

I

dPure

tiap langkah penulis. Skripsi ini bukan hanya tentang perjalanan

:1laquins ueyingaAuaw

8N

ademik, tetapi juga tentang pengorbanan dan cinta yang luar biasa dari

DPIJA

yah dan Mama. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang dan

nguat di saat penulis mulai merasa lelah. Maaf jika penulis masih

gnsP A3

nyak mengecewakan. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi sedikit

%ue

san untuk membuat Ayah dan Mama bangga. Hidup lebih lama ya,

yah Mama. Putri Kecilmu ini masih selalu terus membutukan do’a,

)@ue

lukan, dan kasih sayang kalian, kapan pun, dan dalam keadaan apa pun.

nery ugse
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2.

Kakak tercinta, terima kasih karena diam-diam selalu menjaga dan

©
Aenguatkan, bahkan disaat penulis tidak baik-baik saja. Mungkin adikmu

QO
ic’_ai tidak selalu mengatakannya, tapi kehadirat kakak benar-benar berarti
©
dalam hidup penulis. Tolong tetap ada lebih lama ya, karena rasanya hidup
3
akan jauh lebih berat jika harus berjalan sendirian tanpa ada sosok kakak
=t

& dalamnya.
=z

. K’eluarga besar dan keponakan-keponakan tersayang. Terima kasih atas

(7))
;;ehangatan, do’a, dan kebahagiaan kecil yang selalu kalian hadirkan untuk
Py
éénulis. Kehadiran kalian membuat setiap proses hidup terasa lebih kuat
dan berarti. Semoga kita selalu diberi waktu yang panjang untuk terus

bersama.

. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak Selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H.

Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T.,
w»

%.Eng selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku

%dakil Rektor Ill, dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan

untuk belajar dan melakukan penelitian guna

nZFru
©
QD
o
QD
©
D
=}
c
)

%’enyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
é’asim Riau.

é“apak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan
gukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Wakil

9p]

ekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Il dan Bapak

I

nery wisey J
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Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan IlI, beserta

©

J&jarannya.
QO

. zéapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak

©
Rudiadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh
3
dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan
=

é—mbingan, nasihat berharga, serta dukungan selama masa perkuliahan.

. g’apak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dr.

(7))
Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah
Py
gényak memberikan bimbingan kepada penulis, memperbaiki serta
menyempurnakan materi dan sistematika penulisan, dan telah

mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang

memberikan nasihat dan pemahaman dalam masa perkuliahan.

Pimpinan dan seluruh jajaran karyawan perpustakaan Universitas Islam
w»

gegeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk

Elelakukan studi kepustakaan.
8
Sahabat terbaik, Annisa Anggreini Herawan dan Nadia Natasya.

upn

Ferimakasi atas cinta, do’a dan semangat yang selalu diberikan kepada

SI9

Jt

Benulis. Kehadiran kalian bukan hanya tentang pertemanan, tetapi juga

JO

tgntang rumah yang selalu menguatkan. Semoga kebaikan kalian selalu

mbali dalam bentuk yang lebih indah.
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11. Teruntuk pemegang Nim 11820712358. Terimakasih telah sabar

%g %enemani, membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta
§ g g!emberikan dukungan dan motivasi hingga penulis berhasil
ég Eﬁenyelesaikan skripsi ini. Semoga segala harapan baik yang telah
S =

% § %rencanakan bisa terwujud di kemudian hari.

Q

?2212. gerakhir, tidak lupa kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan
< @

%@mua hal agar terlihat baik-baik saja. Terimakasih sudah sekuat ini dan
Bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih untuk tetap berusaha dan tidak
geyerah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab
untuk menyelesaikan semua ini. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya,
hargai dirimu, rayakan dirimu, tetap menjadi perempuan Kuat,
berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan

yang lebih baik dan cerah.

abillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 07 April 2026

Penulis

:Jlaquins uex)nqe/(uau.gep uewnjuesuaw edue) (Ui SiN} eAIRY Yyninjes

Azhara Nabilah Putri Herliana
NIM. 12220721312
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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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Eh Jﬁ
=:())
‘/n BAB I
-~ ©
)
22 EE PENDAHULUAN
23 [®
=3 x
Q g
A.Z Latar Belakang Masalah
df =
E;- ‘fz Indgnesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
&2 =
§y§t (3)xUndang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen Ketiga Tahun 2001)
e C
%aég menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.' Ketentuan
@ o
rsebut; menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus
-

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

Iaksar%kan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Negara hukum, setiap

eliey ynigges n

0]
bijakah yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas

SN

rta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

rinsip negara hukum di Indonesia juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila

rueousal edugg; u

bagai sumber dari segala sumber hukum.?
Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki peran penting dalam
enyelepggarakan pemerintahan serta mewujudkan tujuan negara. Dalam sistem

V)
etatanégaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan

»

uejogaAuam) Uep U)W

aleh peferintahan pusat, tetapi juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui
3 e
o (2}

Sistem gtonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada
= . .
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

2]

serta k%Jentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
L 2

undangaf.

g ue)

,E_:lndonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen
Ketiga digtapkan pada 9 November 2001, Pasal 1 ayat (3).

%“Konsep Negara Hukum di Indonesia”, artikel dari https:/pinterhukum.or.id/konsep-
neqara-h@(um-di-indonesia/. Diakses pada tanggal 14 Juni 2025
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Bt/

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah seperti bupati atau wali

Sl
uug e;dlqgen

me_mlllkl kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah guna mendukung
QJ

eR eleaggaraan pemerintahan  serta meningkatkan pelayanan kepada

urBue.e|

p

yara7kat Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah menetapkan peraturan
3

la daerah, termasuk Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai peraturan
-~

B

@s dyapue
-Sugun 1

e

emlelbe

ksa% dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berfungsi

SbBuepgn

agaléﬁedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan daerah agar dapat berjalan

cara optlmal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.”
Py

Saléh satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah

PRI SN} eMe%qnm@g nej

ewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola pendapatan asli daerah

AD), terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.’ Pendapatan

mgdue

sli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi

WwN)QBoUd

gang dimiliki oleh daerah tersebut yang digunakan untuk membiayai

ep

Benyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Semakin besar
(f)

Epntrlbdsl Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

us

aerah &APBD) maka semakin besar pula tingkat kemandirian suatu daerah
=}

JJQIUNS @RYIN

alam m’enjalankan roda pemerintahan.®

£JISIdATUN

(v

=Paimin Napitupulu, Menakar Urgensi Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Alumni, 2012),
h.37-38. ¥

=Abu Samah dan Peri Pirmansyah, Hukum Administrasi Indonesia, (Pekanbaru: STAI
H.M. LuKinan Edy Press, 2015), h.35.

Wona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi, et.al., “Analisis Efektifitas Kinerja Penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau
Tagulandzng Biaro,” Jurnal Berkala llmiah Efisiensi, Vol 16., No. 4., (2016), h.12.

“Muhammad Rasdy Gery Runtu, Nirwan Razak, et.al., “Analisis Efektifitas Penerimaan

Parkir Dafam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” Jurnal Kewwausahaan Vol 9., No. 3.,
(2023), h3.

3|



AV VYSAS NIN

I,U

By

‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

D'/U\— 3

1ta

b
C

)

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi

~T [O

E_hé'[ah Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah

3% &

gagah csebagm pembayaran atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan

23 ©

‘Eeéada masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-

v B

gr@ang;Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

Qg &

EagNa éjak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang

g 3

ge\%\ksaﬁ%\annya di daerah diatur melalui Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut
(7))

ga di;erkuat dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Py

ubun@n Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

Bl siimreAlesgynang

enegaskan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus

ugedue

itetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi

emerintah daerah adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

P UBjunjuesus

elayanan parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan
w»

eh pe%erintah daerah kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di

wroe

ang pﬁblik. Di Kota Pekanbaru, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi

aerah t’elah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun

:Jauuns mexyjngeAus

2024 telg.;ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Da,é’m Pasal 1 angka 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun
2024 diijélaskan bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat garkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan

untuk dﬁempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

nery wisey Jui
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—%
g,'al

saha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

©
ﬁtlpam kendaraan bermotor.”

Elg L

=1

§Pemer|ntah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
2 B

Igh menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Ketentuan ini dapat
2’

at pada Lampiran | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 pada Point 3

pE’n-GU@n

ngS’arlf Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disebutkan bahwa, Parkir

Bue

—+

a egorg’l : Kendaraan Roda 2 (dua) tarif Rp.2.000 sekali parkir, Kendaraan Roda
(7))

(empg[) tarif Rp.3.000 sekali parkir, dan Kendaraan Roda 6 (enam) tarif
Py

p. 6.00§ sekali parkir.?

11Ul surweMeanmmg; nejeggielbegas dyghusw Huel

Namun demikian, dalam praktiknya tarif parkir yang ditetapkan pemerintah

aerah melalui Perda tersebut dinilai memberatkan masyarakat, khususnya

ousucedue

fMasyarakat kalangan menengah ke bawah, karena tidak sesuai dengan kondisi

wny

gosial ekonomi masyarakat. Tarif yang tinggi tidak hanya menimbulkan keberatan

lep u

gl kalangan pengguna jasa parkir, tetapi juga dinilai tidak memberikan dampak
(f)

gnlflk&’n terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan. Bahkan, dalam banyak

asus, 1§fif yang tinggi justru membuka celah terjadinya praktik pungutan liar

eh oKhum petugas parkir di lapangan yang merugikan masyarakat, maka

EeXINg@Aus

:Jaguwins
upn

ketentué}‘gﬁ dalam tarif parkir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2824 di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ber?ingkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru merespon
=

dengan §1e|akukan peninjauan ulang terhadap tarif yang berlaku melalui Peraturan

wn
<

?_:Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusigaerah, Pasal 1 angka 34.

2Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi®Daerah. Lampiran | Point 3.

nery v
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)

‘%

Tt

I
=

tnia

E‘h

ali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi

~T [O

;}@% Urme Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan menyesuaikan
s 2

%rit_f pa[klr menjadi lebih ringan bagi masyarakat. Dalam peraturan baru tersebut
23 ©

‘é\é@ hasil dari peninjauan tersebut, ditetapkan tarif parkir di tepi jalan umum
v B

g&a@gai_:ﬁerikut: Kendaraan Roda 2 (dua) tarif Rp.1.000 sekali parkir, Kendaraan
Q @

% la 4%}mpat) tarif Rp.2.000 sekali parkir, dan Kendaraan Roda 6 (enam) tarif
g 3

gﬁ" 6. 00@ sekali parkir.® Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru tersebut,
g

i

aka pemberlakuan tarif parkir dilakukan perubahan berdasarkan lampiran
X

raturan Wali Kota Pekanbaru. Tujuan dari diberlakukannya perubahan tersebut

rylﬂe

dalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat serta menyesuaikan

usneduegyl sI|

engan kondisi ekonomi yang berkembang.
Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun

025, aspek pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa

ep UBYWNIUBOUD

Setentuan tarif yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal di lapangan.
@ w»

> -+

§ecara %ormatif, dasar kewenangan penataan yang sekaligus berkaitan dengan
c

"x" —

fungsi %ngawasan tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Pekanbaru

Blomor gTahun 2025, yang menyatakan bahwa penataan dalam penyelenggaraan

=]
perparkfgén di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

wns

o

membiéﬁngi perhubungan dan dilakukan pengkajian kembali terhadap tarif
Q
retribus[;pelayanan parkir di tepi jalan umum.
=
Ke@ntuan tersebut mengandung dua makna penting. Pertama, secara

wn
kelemb@aan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai perangkat

o
-~

?Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif
Retribusidasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Lampiran.

nery v
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=

P S

By

)
‘/c‘jlaerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menata serta mengawasi

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q
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_\ X @
gbp’yeleﬁggaraan perparkiran di tepi jalan umum. Kedua, secara substantif,

e

8 eydi

€
1di&ye

ini memberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian ulang

wduel
D

Bmhpui

adapa tarif retribusi yang berlaku sebagai bentuk penyesuaian kebijakan

s dygdus
1wl

_1
epun |

adap.- kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Pasal 3

egelbe

ef akENomor 2 Tahun 2025 tidak hanya menjadi landasan kewenangan Dinas

gﬁuepgw -6u

ubtﬁ%gan dalam menyelenggarakan pengawasan retribusi parkir, tetapi

g ney

e

3NN

kallgus menjadi dasar legitimasi diberlakukannya tarif baru yang lebih
Py
erlngahkan beban masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.
Pengawasan dalam penyelenggaraan retribusi parkir merupakan bagian dari

ngsi pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang

ggouaugeduey ul singelie

lah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

al ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)

P UBRWN}

erparkiran memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengelolaan dan
w»

mung%tan retribusi parkir, tetapi juga dalam melakukan pengawasan terhadap

x;nc%/(uaurue

S e

epatuhgn juru parkir terhadap tarif serta prosedur operasional yang telah

tetapk’an

.’3
Nar;:blun, pokok permasalahan yang menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa

:Jaguun

meskipyh telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025
Q

sebagai dlasar tarif baru yang sah, sebagian besar petugas parkir di lapangan masih
=

memun@ut tarif berdasarkan ketentuan lama yang telah dicabut, yakni untuk

wn
kendaradn roda 2 (dua) masih dipungut Rp.2.000 yang seharusnya Rp.1.000 dan

jux

untuk roda 4 (empat) masih dipungut Rp.3.000 yang seharusnya Rp.2.000. Selain

nery wise
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‘/‘tlu masih terdapat juru parkir yang belum memenuhi standar operasional seperti

~T ©
gb@ggua__aan atribut resmi, pemberian karcis, serta kepatuhan terhadap prosedur
s 2
@l&;ﬁls parparklran.
2z o
‘gg Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara
o p= 3
@e@ntuaﬁ tarif parkir yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru
=
. Q

ori Tahun 2025 dengan praktik pemungutan retribusi parkir di lapangan.

jezelbe
Buepgq

e

=

mas&’ahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku juru parkir, tetapi
(7))

ag ne

ga berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan parkir oleh
Py

|nas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)

erparklran

Dalam pelaksanaan pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melelui

Weousw eduerm surq;eMe&Eqmm

PT Perparkiran pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya pengawasan,

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q
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Biwny

perti patroli lapangan, penertiban, serta pemberian teguran terhadap pelanggaran

rif parkir. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis dan
w»

formagi dari masyarakat pengguna jasa parkir, dalam praktiknya masih

temulgcn adanya pemungutan tarif parkir yang melebihi ketentuan yang berlaku.

ebagalmana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat pengguna jasa parkir,

.’3
yaitu Ibg'Desi yang menyatakan bahwa:

ns gemng/(uaugpep u

d

“S@}a sudah mengetahui adanya penurunan tarif parkir dari media sosial,
tetapi Ketika membayar parkir, juru parkir tetap meminta Rp.2.000. Saya
w

berhara@ ada tindakan yang lebih tegas agar masyarakat tidak dirugikan”.*®
~

‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

Ke@udian penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat pengguna
V)
jasa parﬁr lainnya, yaitu Kakak Amelia yang menyatakan bahwa:

‘Desi Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, Wawancara, Pekanbaru 10 Februari 2026.
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1ta

b
[=

jal

“Saya sudah mengetahui berita penurunan parkir tersebut, memang di

rar@ titik parkir sudah ada yang menerapkan tarif Rp.1.000, tetapi

B
BH

ahr&a sangat sedikit. Sebagaian besar masih menarik Rp.2.000 walaupun

ugze|!
aemio

11
ya parkir sebentar”.
©

&b

a

"

—

Hgl senada juga diungkapkan oleh ibu Susi sebagai masyarakat pengguna

I6gqes diynbus
Btepun 16unp

pargir, beliau mengatakan :
(=

“Setiap kali saya memarkirkan motor, saya tetap diminta membayar parkir

Buepun-

esarﬁ_ﬁp.ZOOO. Menurut saya aturan baru tersebut belum sepenunya berjalan di
(7))
pang@ o 12

Eplmg neje ue
O

Py
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap
c

atribusi  parkir masih  menghadapi berbagai kendala sehingga pelaksanaan

) @ siny ehiey

etentuan tarif parkir belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut dapat

Zusw BEdue

ipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti banyaknya titik parkir, keterbatasan
ngawasan lapangan, rendahnya kepatuhan sebagian juru parkir, serta kurangnya
esadaran masyarakat terhadap ketentuan tarif parkir yang berlaku.

w»
Ogh karena itu, pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

INgaAusw zep uegumu

@‘nelalwﬂJPT Perparkiran menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa

ns

éelaksaqaan retribusi parkir dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan
3 (@
Wali K(ita Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025.

()

Bérdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut
S
mengerr% bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota
=

Pekanbaru terhadap pelaksanaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota
=

Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 serta berbagai kendala yang dihadapi dalam

jure

E Amelia Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, Wawancara, Pekanbaru 10 Februari 2026.
= Susi Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, Wawancara, Pekanbaru 10 Februari 2026.

TS

nery v
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£

0l
‘/gelaksanaan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

L%_:rhegakulﬁn penelitian dengan judul “PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR

a B

<§)I§EH PINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
=

%E‘g{A"EURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2025”.

% gBatE;san Masalah

a3

i gPer%htlan ini dibatasi pada pengawasan retribusi parkir yang dilakukan oleh

élﬁas g’erhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran berdasarkan

EE)eraturaIFJ] Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Fokus penelitian meliputi

éelaksaﬁ’aan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum

éerta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

=)

g Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai kebijakan

genetapan tarif parkir maupun pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

elainkan hanya membahas aspek tersebut sepanjang berkaitan dengan

LCEIED UBHWIN)

engawasan retribusi parkir.
w»

Lol

Ruglusan Masalah

Daﬁ- uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai
=

,.a

rlkut A
c

:Jaywins ueyingefus

)

=]
1. %’agaimana Pengawasan Retribusi Parkir Yang Dilakukan Oleh Dinas

-
»

Pérhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2
Q

Tahun 20252
[

e

2. gpa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota

wn
Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Retribusi Parkir Berdasarkan

jux

Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025?

nery wise
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Tujuan Dan Manfaat Penelitian

©

Fujuan Penelitian
QO

-~
Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka
©

adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

3

bntuk mengetahui dan menganalisis pengawasan retribusi parkir oleh
=

ginas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota

@omor 2 Tahun 2025.

(]

Bntuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota
Py

éékanbaru dalam melakukan pengawasan retribusi parkir berdasarkan

Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Secara Teoritis

[EN

. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait

pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

PRuresy ajeig

" Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi

ATU)

- penelitian selanjutnya.

cara Praktis

> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
gambaran mengenai pengawasan retribusi parkir oleh Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru.
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas

UIN SUSKA RIAU

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pengawasan

terhadap pemungutan retribusi parkir di lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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TINJAUAN PUSTAKA

T0 JeH ©

Kerangka Teori

d

ri Pengawasan

: Pé';'lgertian Pengawasan

n

Seeara etimologis, istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti

S

3
@
3 $h

pénfhatikan atau mengamati dengan cermat. Pengawasan dapat dimaknai
sebagai suatu aktivitas pemantauan yang dilakukan secara sistematis terhadap
pelaksanaan pekerjaan.

Secara konseptual, pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan
bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar, rencana, dan
ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga mencakup kegiatan
menefapkan ukuran kinerja, membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar
terse?iiut, serta mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan. Dengan

@
demﬂgian, pengawasan tidak hanya bersifat pasif (mengamati), tetapi juga aktif
dalar;;:melakukan koreksi dan perbaikan.®

< : N
Menurut T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin
2]

bahwga tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, yang dilakukan dengan

cara emembandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah
S

diter@)ukan. Definisi ini menegaskan bahwa pengawasan memiliki fungsi
<

evaluatif sekaligus korektif dalam suatu sistem organisasi.
-~

o)

»
. g"disasmita Raharjo, Manajemen Pemerintah, (Yogyakarta: Graha IImu, 2011), h.15.

nery

12
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1ta

b
t:

)

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya

pangan (preventif) dan menindak pelanggaran (represif) terhadap

<
go

ela anaan suatu kebijakan atau peraturan. Dalam konteks hukum

1dige

1Bgnpulig eydiasieH

dministrasi negara, pengawasan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan

. 3

rhadap masyarakat dari tindakan pemerintah yang menyimpang, baik melalui
-~

Busgun

paygadministratif maupun mekanisme peradilan.

Buepgn)-

D‘Eﬂam kaitannya dengan pengelolaan parkir, pengawasan memiliki peran
»

yangisangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan retribusi parkir
berjaiian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan parkir tidak hanya
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk
menciptakan ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat pengguna jasa parkir.

Secara yuridis, dasar hukum pengawasan retribusi parkir dalam penelitian
ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016

w»
tentatlg Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan

zJaquins ue>nnqe/(uau1 uep ueswnjuesusw eduey iUl sin} eAley yninjas neje ueibeqas diynbusw Buelejq “|

“Iéémbinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Dinas
melafli UPTD Parkir.**”

()
Sdlanjutnya, Pasal 18 ayat (3), yang menyebutkan bahwa pengawasan
S

seba%iana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

=
a.gMengawasi petugas parkir di lapangan,

=
b.«Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir,

sv)| Jrrek

4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Um@m, Pasal 18 Ayat (1).

nery v
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1ta

o’

)
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c. Mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah

5 QHitetapkan.®
a2 =
T o
g Kétentuan tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pengawasan
g‘etri%si parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT
@
?erpg_rklran Selain itu, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025
3 =
Zéentagg Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi
Q.
o Z
Jalarn Umum, khususnya pasal 3, menyatakan bahwa Penataan dalam
(=
(7))

penyglenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dilaksanakan oleh perangkat

daergItJm yang membidangi perhubungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
c

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam

pelaksanaan kebijakan parkir, termasuk melakukan pengendalian dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tarif parkir di lapangan.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, proses pengawasan retribusi parkir oleh
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran dilakukan secara
bertaéjap mulai dari tahap persiapan hingga tahap penindakan terhadap
pelar%garan. Proses pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa
pelal;%anaan pemungutan retribusi parkir berjalan sesuai dengan ketentuan
Peragran Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Adapun proses
penggwasan retribusi parkir dilakukan sebagai berikut:

1) Peocgetapan Titik Parkir Dan Pendataan Juru Parkir

s

gTahap awal pengawasan dilakukan dengan menetapkan lokasi atau titik

pa(fkir resmi yang diperbolehkan melakukan pemungutan retribusi parkir.

!> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi

sp)] Jrie

Jalan Um@m, Pasal 18 Ayat (3).

nery v
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Selanjutnya, Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran melakukan

pendataan terhadap juru parkir yang bertugas pada masing-masing titik
QO

pa;_;kir. Pendataan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hanya juru
©

parkir resmi yang dapat melakukan pemungutan retribusi parkir di lapangan.
3

) Sasialisasi Ketentuan Tarif Parkir
-~

%etelah dilakukan pendataan, Dinas Perhubungan memberikan sosialisasi
ké_ﬁada juru parkir mengenai ketentuan tarif parkir berdasarkan Peraturan
»
V\Z;;Ii Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Sosialisasi tersebut meliputi
be;%'aran tarif parkir, kewajiban memberikan karcis parkir kepada pengguna
jasa parkir, penggunaan atribut resmi, serta tata cara pelaksanaan parkir di

lapangan. Tahap ini dilakukan agar seluruh juru parkir memahami aturan

yang berlaku.

3) Distribusi Karcis Parkir Resmi

Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran mendistribusikan karcis
w»

pa’:gkir resmi yang telah memiliki nomor seri kepada juru parkir atau

k(‘fprdinator lapangan. Karcis tersebut digunakan sebagai alat kontrol dalam

p@gawasan retribusi parkir serta sebagai bukti pembayaran bagi masyarakat

=]
pegigguna jasa parkir. Selain itu, karcis juga digunakan untuk mengetahui

ju%ﬂah kendaraan yang parkir dan jumlah potensi penerimaan retribusi

(]
pagkir.
=

4) Pgaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir

wn
SSetelah karcis didistribusikan, juru parkir melaksanakan pemungutan

jux

regribusi parkir di lapangan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam

nery wise
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Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Dalam

©
pelaksanaannya, juru parkir wajib memberikan karcis kepada pengguna jasa
QO

pa;_;kir dan menggunakan atribut resmi yang telah ditentukan.
©

) Pengawasan Langsung Di Lapangan

3
—Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, Dinas Perhubungan
=

mglalui UPT Perparkiran melakukan pengawasan langsung di lapangan

7!
melalui patroli rutin maupun inspeksi mendadak (sidak). Pengawasan
(7))
-

dl‘%ikukan untuk memeriksa kesesuaian tarif parkir yang dipungut,

pé’nggunaan karcis resmi, penggunaan atribut juru parkir, serta keberadaan

juru parkir liar yang tidak terdaftar pada Dinas Perhubungan.

6) Pemeriksaan Dan Pencocokan Setoran Retribusi

Setelah pemungutan retribusi parkir dilakukan, hasil pemungutan
disetorkan oleh juru parkir kepada koordinator lapangan atau pengelola
parkir, kemudian diserahkan kepada UPT Perparkiran untuk disetorkan ke

5
kag daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahap ini, Dinas
P%_hubungan melakukan pemeriksaan dan pencocokan antara jumlah karcis
y%g beredar dengan jumlah setoran retribusi yang diterima. Pemeriksaan
tegsebut dilakukan untuk mengetahui adanya potensi penyimpangan atau
<

kéhocoran dalam pemungutan retribusi parkir. Selain itu, masyarakat juga
w»n

=
dgpat berperan dalam pengawasan dengan melaporkan apabila ditemukan

u

pecfanggaran tariff parkir dilapangan.

nery wisey jue
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) Evaluasi Hasil Pengawasan

©

1Dinas Perhubungan kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil

)
=

pengawasan yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai
©

tingkat kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan tarif parkir, penggunaan
3

karcis resmi, serta efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil
-~

e\éluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan

péfigawasan selanjutnya.
7))

8) Penindakan Terhadap Pelanggaran

Py
gApabiIa ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan retribusi parkir,

seperti penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan, tidak memberikan karcis
parkir, atau adanya juru parkir liar, maka Dinas Perhubungan akan
melakukan tindakan berupa teguran lisan, surat peringatan, pemutusan
kerjasama. Dalam pelaksanaan penertiban, Dinas Perhubungan juga dapat

bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
w»

Lol

V)
Dengan demikian, proses pengawasan retribusi parkir oleh Dinas

»

[

Perhgbungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran dilakukan secara

Pt

berkgianjutan mulai dari penetapan titik parkir dan pendataan juru parkir,

sosiahisasi tarif, distribusi karcis resmi, pengawasan lapangan, pemeriksaan
2]

setoi'gn retribusi, evaluasi, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Seluruh

L

proseS tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan retribusi parkir

-

~
berja@n sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2

s
Tahun 2025.

nery wisey|
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)

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

z ©

%erhwungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran menjadi sangat penting
=1

%areraa masih ditemukannya permasalahan di lapangan, seperti adanya
3 ©

@enamkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah
é 3

!

itetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan
-~

ecarcé optimal, baik dari segi frekuensi pengawasan, ketegasan penindakan,

Buepyn-

maué’&n efektivitas pembinaan terhadap juru parkir.
(7))
2

D;pgan demikian, pengawasan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami
sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai sejauh
mana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran mampu
menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan retribusi parkir di lapangan.
Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan dapat tercipta kesesuaian antara

kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik yang terjadi di masyarakat.*

b. PE?nsip Pengawasan
P%Ia dasarnya, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam

setiafl. organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Pengawasan
(2}

:Jaquuins ueyingakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjas neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

dipe@kan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat
<

()
berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, serta ketentuan yang telah ditetapkan.

-

S

Tanpa adanya pengawasan, potensi terjadinya penyimpangan dalam
w»n

pelaléanaan tugas akan semakin besar. Secara umum, prinsip-prinsip
~

=
penggwasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

)] juie

§|g|t Pramukti dan Chahyaningingsih, Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h.321.
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o
)

) Menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta mencegah dan

mgmperbaiki kesalahan.

;Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan berjalan
dgﬁgan baik atau tidak. Apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan,
m;%ka pengawasan berfungsi untuk segera melakukan perbaikan serta

m§1cegah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Dalam konteks

Buepun-Buepun 16unpuijig B3di) YeH

p%%elitian ini, prinsip ini berkaitan dengan masih ditemukannya praktik

p;narikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan

bgwa fungsi pengawasan dalam mencegah dan memperbaiki kesalahan

belum berjalan optimal.

2) Menjamin penggunaan anggaran dan sumber daya sesuai rencana.

Pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan

anggaran maupun sumber daya dilakukan secara efektif dan sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari

w»
pfg.mborosan serta penyalahgunaan sumber daya. Dalam penelitian ini,

peg'lgawasan terhadap retribusi parkir berkaitan dengan potensi kebocoran
p%dapatan daerah akibat tidak sesuainya tarif yang dipungut di lapangan
d%igan yang ditetapkan dalam peraturan.
3) I\é’mbandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan
;Pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang
digapai dengan standar atau target yang telah ditentukan sebelumnya.

wn
Aﬁabila terdapat ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan evaluasi dan

tilz)dakan korektif. Dalam konteks penelitian ini, standar yang digunakan

nery wis
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o
)

adalah ketentuan tarif parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota

P%J?(anbaru Nomor 2 Tahun 2025. Ketidaksesuaian antara tarif yang
diffgtapkan dengan praktik di lapangan menunjukkan adanya kelemahan
dﬁam pelaksanaan pengawasan.

gBerdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip

p@igawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga

Buepun-Buepun 16unpuig e3did yeH

seﬁagai sarana evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan
»
daz pelaksanaan. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut digunakan
urifuk menganalisis sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah
menjalankan fungsi pengawasan terhadap retribusi parkir secara optimal.
c. Fungsi dan Tujuan Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang
bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai
dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui
w»
peng%Nasan, berbagai penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi sejak dini
sehirgga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Secara umum, fungsi

-

pengﬁWasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

G
1) I\/Eg'ncegah terjadinya penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan.
E-Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tetap
bQiy'hda pada jalur yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan,
p('zftensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak awal. Dalam konteks

pehelitian ini, fungsi ini berkaitan dengan masih ditemukannya praktik

nery wiseyy Jradkg
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)

:Jaquuins ueyingakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjas neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang

NeH

©
menunjukkan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan optimal.
QJ

) Untuk Menjamin kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur yang

(2]

teﬁh ditetapkan.

—Pengawasan memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas mengikuti

N X_bll.u

2
£

an, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, hal ini

Buepun-6uepun 1Bunpuijgyeid

%N

aitan dengan kepatuhan juru parkir terhadap tarif resmi yang telah

o
s

itetapkan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025.

3) gldentlflka5| dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

n§la

Pengawasan juga berfungsi untuk mengetahui berbagai kendala yang
muncul dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang sedang terjadi maupun yang
berpotensi terjadi, sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan. Dalam
konteks penelitian ini, hambatan tersebut dapat berupa kurangnya
pengawasan di lapangan, lemahnya penegakan sanksi, maupun faktor

w»

pétilaku juru parkir dan masyarakat.'’

erdasarkan fungsi tersebut, pengawasan pada hakikatnya memerlukan

QD
Srweysy 9

nya standar atau ukuran yang jelas sebagai alat untuk menilai

keberhasilan suatu kegiatan. Selain itu, pengawasan juga mengandung unsur

1s1a®1u)

tiglakan korektif, yaitu upaya untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan

Jo

agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun tujuan
=

p@gawasan adalah sebagai berikut:

2020), h.

Sururama, Rahmawati et.al., Pengawasan Pemerintah, (Bandung: Cendekia Press,

nery ugsey| jrredg
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) Mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar atau

©
tidak.
QO
2
) Mgmperbaiki kesalahan yang terjadi serta mencegah terulangnya kesalahan
©
yang sama.
3
) Menjamin penggunaan anggaran dan sumber daya sesuai dengan
-~

p&encanaan.
Z

pbuepun-Buepyin 1Bunpulgyedio YeH

) I\/@nilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah
(7))

-~
ditetapkan.
A
5) Mé‘emberikan rekomendasi atau tindak lanjut guna meningkatkan kualitas

pelaksanaan pekerjaan.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan pengawasan terhadap retribusi
parkir adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan tarif parkir
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk meminimalisir terjadinya

penyimpangan Yyang dapat merugikan masyarakat dan mengurangi
w»

pézzdapatan daerah. Selain itu, agar pengawasan dapat berjalan secara

eﬁéktif, terdapat beberapa karakteristik pengawasan yang perlu diperhatikan,
8
ya:i:iu:
=]
1) Ag'urat, Data dan informasi yang diperoleh harus sesuai dengan kondisi

-t

2]

yahg sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, keakuratan penting
Q

untuk memastikan bahwa laporan pengawasan benar-benar mencerminkan

=
k@disi praktik parkir yang terjadi.
W
2) TErfokus (strategis), Pengawasan harus difokuskan pada titik-titik yang

=
rawvan terjadi penyimpangan. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan

nery wis
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perlu difokuskan pada lokasi parkir yang padat dan berpotensi terjadi

©
pelanggaran tarif.

f QO
3) Te;;)at waktu, Informasi hasil pengawasan harus segera disampaikan agar
"
dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Dalam penelitian ini, keterlambatan
3
penindakan dapat menyebabkan pelanggaran terus berulang.
=1

)Ffé_ksibel, Pengawasan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan

Buepgn-Buepun 1BunpuljigyeidiD deH

péﬁ(embangan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, fleksibilitas

»

dic;p;erlukan untuk menghadapi dinamika perilaku juru parkir dan masyarakat.
d. Mgécam-Macam Pengawasan

Secara teoritis, pengawasan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis
berdasarkan cara pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya. Pembagian ini
penting untuk memahami bagaimana suatu pengawasan dilakukan secara
efektif dalam suatu organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan
publik seperti retribusi parkir.

w»
1) P%}gawasan Langsung dan Tidak Langsung

Ll

a)gPengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi

Tux

“oleh pimpinan atau atasan dengan cara mengamati, memeriksa, menilai

c
=]
;Dbelaksanaan kegiatan ditempat kerja. Pengawasan ini dapat dilakukan
-t
2]
~=melalui peninjauan lapangan (inspeksi) maupun interaksi langsung
Q
;dengan pelaksana, seperti juru parkir.® Dalam konteks penelitian ini,
=

gpengawasan langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota

S

éPekanbaru melalui kegiatan patroli atau sidak di lokasi parkir. Namun,

-~

I

Li

€Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
ngkungah Aparatur Pemerintah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), h.199.

nery
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apabila pengawasan ini tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh,

©
a1maka potensi terjadinya pelanggaran tarif parkir tetap tinggi.

QO
2
b)-Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui
©
olaporan yang disampaikan oleh bawahan, baik secara lisan maupun
3
—tertulis, tanpa turun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini,
=

g_pengawasan tidak langsung dapat berupa laporan dari petugas lapangan

(,:Datau administrasi. Namun, apabila hanya bergantung pada laporan tanpa

(]

Sverifikasi langsung, maka terdapat kemungkinan informasi yang
Py

gdiperoleh tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

a) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan. Bentuknya antara lain penetapan aturan, prosedur Kerja,

pembagian tugas, serta pemberian pedoman pelaksanaan. Dalam konteks

gpenelitian ini, pengawasan preventif dilakukan melalui penetapan tarif
gparkir dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 serta
gc'sosialisasi kepada juru parkir. Namun, jika sosialisasi dan pembinaan
gtidak dilakukan secara maksimal, maka potensi penyimpangan tetap
éterjadi di lapangan.

engawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan

O
ueq[ngg;o

berlangsung, dengan tujuan untuk menindak pelanggaran yang telah

eAg

erjadi. Dalam penelitian ini, pengawasan represif diwujudkan dalam

entuk penindakan terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan tarif.

nery lH!SEg__.}!.I
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Namun, lemahnya penegakan sanksi dapat menyebabkan pelanggaran

©

~terus berulang.®®
)

) P{ngawasan Awal, Proses dan Akhir

©
a)oPengawasan awal adalah pengawasan terhadap kesiapan sebelum
3

—kegiatan dilaksanakan, seperti kesiapan sumber daya manusia, aturan,
=

gian sarana pendukung. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan awal

Cc’berkaitan dengan kesiapan juru parkir dalam memahami aturan tarif serta

(]
o

okesiapan sistem pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan.
Py

b)gPengawasan proses adalah pengawasan yang dilakukan selama kegiatan
berlangsung, untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai
dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini,
pengawasan proses terlihat dari kegiatan monitoring di lapangan terhadap
praktik pemungutan tarif parkir. Jika pengawasan ini tidak berjalan

optimal, maka penyimpangan tarif akan terus terjadi.
w»

c)f..Pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan
gselesai, dengan tujuan untuk menilai hasil akhir dan kesesuaiannya
?(’:dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini,
gbengawasan akhir dapat berupa evaluasi terhadap penerimaan retribusi

-t

éparkir serta tingkat kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan yang

(]
Jberlaku.?
=

uel|

'%Serlien Selvia Rani, Budi Setiawati, et.al., “Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten

TabalongZTerhadap Retribusi Parkir Di Wilayah Kecamatan Tanjung,” Journal Law, Vol 3., No.

2., (2020%«.4.
% Muhammad Syaifuddin, “Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota
Surabayag\]urnal Hukum, Vol 3., No. 3., (2015), h.4.

nery
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=

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa berbagai jenis

s ©

.%engmNasan tersebut seharusnya diterapkan secara terpadu oleh Dinas
T O

;éerhgbungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran. Namun, masih
2 B

gjitemukannya pelanggaran tarif parkir di lapangan menunjukkan bahwa
c 3 _ |

pelaksanaan pengawasan, baik secara langsung, preventif, maupun proses,
3 -~

«Q

@elu@ berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

—bue

nterféitas pengawasan serta ketegasan dalam penegakan sanksi agar tujuan dari
»

kebi};a;:kan retribusi parkir dapat tercapai.

e. Iriidikator Pengawasan

Untuk menilai pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru, diperlukan indikator sebagai alat ukur agar

penilaian tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan ukuran yang jelas.

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

Dalam penelitian ini, indikator pengawasan disusun dengan mengacu pada
fungsi pengawasan dan disesuaikan dengan kondisi empiris di lapangan.
w»

Adaét;m indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:**

1) P&etapan Standar Pengawasan.
=

:Jaquuins ueyingakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjas neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

éi?engawasan harus didasarkan pada standar atau ketentuan yang jelas

=]
se@'agai tolok ukur dalam menilai pelaksanaan kegiatan. Dalam penelitian

SI

et

int; standar pengawasan mengacu pada ketentuan tarif parkir sebagaimana

0 A

digtur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Apabila

n

magsih ditemukan penarikan tarif yang tidak sesuai, maka menunjukkan

‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

S

bahwa standar yang telah ditetapkan belum ditegakkan secara optimal.

I

N
[

nery ugisey| J

uchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah, (Yogyakarta: Liberty,
2000), h.
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) Pelaksanaan Pengawasan.

©

1Pengawasan harus dilaksanakan secara langsung dan berkelanjutan
QO

mg!alui kegiatan monitoring di lapangan. Dalam konteks penelitian ini,
©

pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui patroli,
3

inspeksi, dan pengawasan terhadap juru parkir. Apabila pengawasan tidak
-~

digkukan secara rutin atau tidak menjangkau seluruh lokasi, maka

péfaksanaan pengawasan belum berjalan maksimal.
(7))

3) Penemuan Penyimpangan.

Py
®Pengawasan harus mampu mendeteksi adanya pelanggaran atau

penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini,
penyimpangan yang dimaksud adalah penarikan tarif parkir yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika pelanggaran masih
sering terjadi, maka fungsi pengawasan dalam mendeteksi penyimpangan

belum berjalan dengan baik.
w»

4) T%dakan Korektif (Penindakan/Sanksi).

éPengawasan harus diikuti dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran
y%g ditemukan, baik berupa teguran maupun sanksi administratif. Dalam
p%ielitian ini, tindakan korektif diberikan kepada juru parkir yang
m%langgar ketentuan tarif parkir. Apabila sanksi tidak diberikan secara tegas
até“u tidak konsisten, maka pelanggaran berpotensi terus berulang.

5) Egaluasi Pengawasan.

wn
‘SPengawasan harus disertai dengan evaluasi untuk menilai efektivitas
-

p%aksanaan pengawasan serta sebagai dasar perbaikan ke depan. Dalam

I
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penelitian ini, evaluasi dapat dilihat dari tingkat kepatuhan juru parkir

©
terhadap tarif serta pencapaian penerimaan retribusi parkir. Apabila hasil
QO

2
yang dicapai belum sesuai dengan tujuan, maka sistem pengawasan perlu

©

diperbaiki.

3

—Berdasarkan indikator tersebut, pengawasan terhadap retribusi parkir
=

0@1 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat dinilai dari sejauh mana
stg?\dar yang telah ditetapkan dapat diterapkan di lapangan, serta bagaimana
(7))

p@Taksanaan pengawasan, penemuan penyimpangan, tindakan korektif, dan
Py

e\@luasi dilakukan secara konsisten. Indikator-indikator ini selanjutnya
digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil penelitian pada Bab IV.
Teori Otonomi Daerah
a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta
w»

k%entingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Irﬁonesia. Konsep ini lahir dari prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk
=

-

mgndekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta memberikan

=]
k%ivenangan kepada daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

-t

2]
=Secara konseptual, otonomi daerah merupakan bentuk distribusi
Q

keKuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur
=

r@nah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah

wn
mésing-masing. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah adalah kebebasan

I

=4
dagq kemandirian satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur

nery wis
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dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Namun demikian, kebebasan

©
tersebut tetap berada dalam kerangka negara kesatuan dan tidak bersifat
QO

2
ahksolut.
pis

oSelain itu, Ni’matul Huda menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan
3

kansekuensi dari prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan
-~

peimrintahan yang demokratis, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan
m%’syarakat secara langsung.? Secara etimologis, istilah otonomi berasal

(]

dazi bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti
hlsikum, sehingga otonomi dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk
mengatur dan membuat aturan sendiri. Dalam perkembangannya, konsep
otonomi daerah tidak hanya mencakup kewenangan untuk membuat
peraturan sendiri (zelfwetgeving), tetapi juga mencakup kewenangan untuk
mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri (zelfbestuur).?

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

w»
P%nerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak,

Ll

Wgwenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
=

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

upn

si’(sgt'em Negara Kesatuan Republik Indonesia.?* Salah satu implikasi dari

SI

Jut

ot@homi daerah adalah adanya kewenangan pemerintah daerah dalam

Jo

mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk retribusi parkir.

g uejn

e

22 Nii’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 83
»* 1hid. h.84
% ndonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1

Angka 6.5

3|
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Dalam konteks penelitian ini, otonomi daerah memberikan dasar hukum

©

bagi Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Dinas Perhubungan melalui UPT
QO

Pe;;parkiran untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan retribusi parkir di
©

tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2
3

Tahun 2025. Kewenangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir

=
bl,ct—zkan hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai bentuk
péfayanan publik yang harus dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai

2
ketentuan.

A

2Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, masih ditemukan adanya
ketidaksesuaian antara ketentuan tarif yang telah ditetapkan dengan praktik
yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah,
khususnya dalam bidang pengelolaan retribusi parkir, belum sepenuhnya
berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik dari
Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran agar kebijakan yang telah

w»
di%atapkan dapat diterapkan secara konsisten.

ST

=Dalam praktiknya, pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk,

e

seperti pengawasan langsung melalui inspeksi lapangan, pengawasan tidak

u

Iaﬁ'gsung melalui laporan administrasi, serta pengawasan melalui pengaduan
-t
2]

mé@Syarakat. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan sangat
Q

pé'ﬁting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat
=

bé:fjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0]
bETujuan Otonomi Daerah

;Penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia
%)

m§mi|iki berbagai tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan

nery
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masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Secara

©

umum, otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang
QO

2

lebih luas kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan
©

masyarakatnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta potensi daerah
3

masing-masing. Secara khusus, tujuan otonomi daerah meliputi:®
-~

1)2\/Ieningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Z%Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.
B)meendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
4§Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
5) Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.
6) Memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi
dan sumber daya yang dimiliki
Menurut Hanif Nurcholis, tujuan utama otonomi daerah adalah untuk
mgningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi
mgsyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan pemerintahan daerah

-

y@g lebih efektif dan efisien. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah

=]
da:ga'rah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran

ké’ena lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Q

sSelain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk mempercepat
=

p%nbangunan daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar

wn
d@rah. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat

Pt

(Jakarta: B
¥}

»

iy

=
25 Ri’matul Huda, Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,
ustaka Pelajar, 2009), hal . 80.

~

=
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mengelola sumber daya dan potensi daerah secara optimal, termasuk dalam
mgnggali sumber-sumber pendapatan daerah seperti retribusi.

;Dalam konteks penelitian ini, tujuan otonomi daerah berkaitan erat
dgﬁgan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola dan
néngawasi retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir sebagai
sa%h satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfungsi
seﬁagai pemasukan daerah, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik

»
kt%ada masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir yang tertib dan teratur.

gNamun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian
antara tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2
Tahun 2025 dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan
otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sepenuhnya
tercapai.

&

f..;l\/lenurut analisis penulis, otonomi daerah seharusnya mampu mendorong

p%nerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui
=

UPT Perparkiran, untuk tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga

upn

m’:(g'mastikan implementasinya berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal

SI

et

int pengawasan terhadap retribusi parkir menjadi bagian penting untuk

0 A

J

mewujudkan tujuan otonomi daerah, terutama dalam meningkatkan

n

pgayanan publik, menciptakan ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan

S

m§syarakat terhadap pemerintah daerah.

I

nery wisey J
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Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari

©
adanya kewenangan yang dimiliki daerah, tetapi juga dari sejauh mana
QO

pe;_;nerintah daerah mampu melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan
©
kebijakan yang telah ditetapkan secara konsisten di lapangan.

3

c.=Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
-~

gDaIam pelaksanaannya, otonomi daerah didasarkan pada beberapa
plﬁ?\sip agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara

»
opzimal serta tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Prinsip-prinsip
tegéebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan
kewenangannya, termasuk dalam mengelola dan mengawasi sektor
pelayanan publik seperti retribusi parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan
otonomi daerah dilakukan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya,
nyata, dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan

w»
pe‘g'merintahan daerah juga dikenal prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

Ll

p%tisipasi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi :

Tux

1YPrinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu daerah diberikan kewenangan

c

B i

guntuk mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahan yang
@

=menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2),Prinsip otonomi nyata, yaitu kewenangan yang diberikan kepada daerah

;[ngg;o

harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi yang benar-benar

Ag ue

~ada di daerah tersebut.

nery wisey Ju
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3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu pelaksanaan kewenangan

©

qflaerah harus tetap memperhatikan kepentingan nasional serta tidak
QO

2
obertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d

A%Prinsip transparansi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah harus

w

—dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan

n 4

—nengawasi jalannya pemerintahan.

N

5)(:’brinsip akuntabilitas, yaitu setiap kebijakan dan tindakan pemerintah

AS

odaerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

d

GEPrinsip partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat diberikan kesempatan
untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam
bentuk pengawasan maupun penyampaian aspirasi.

Secara teoritis, prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance), sehingga setiap
kewenangan yang dimiliki daerah dapat dijalankan secara efektif,

w»
tr%psparan, dan bertanggung jawab.

ST

=Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip otonomi daerah memiliki

~
8

ke:t:érkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh
=]

Dﬁas Perhubungan Kota Pekanbaru. Prinsip otonomi seluas-luasnya
-t

mémberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem
Q

pé?parkiran melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Prinsip
=

o@nomi nyata tercermin dari adanya kebijakan tarif parkir yang disesuaikan

wn
d@gan kondisi dan kebutuhan daerah.

I
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Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya

©
ketidaksesuaian antara ketentuan tarif dengan penerapan di lapangan. Hal ini
QO

n@nunjukkan bahwa prinsip otonomi yang bertanggung jawab belum
©
sepenuhnya terlaksana, karena pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya
3
sesuiai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
-~

%elain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi penting
d@’am pengelolaan retribusi parkir. Kurangnya keterbukaan informasi

»
n;e;ngenai tarif resmi serta lemahnya pengawasan dapat menyebabkan
tegi'adinya penyimpangan oleh oknum juru parkir. Di sisi lain, partisipasi
masyarakat dalam bentuk pengaduan atau kontrol sosial juga masih perlu
ditingkatkan sebagai bagian dari pengawasan eksternal.
d. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintan daerah memiliki
kewenangan untuk mengelola berbagai sumber pendapatan daerah guna

w»

m%’nbiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah

sa,tfu sumber pendapatan tersebut berasal dari retribusi daerah, termasuk
=

-

refé'ibusi pelayanan parkir. Retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi

=]
ja’(ébé umum yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah

SI

ok

mélalui instansi terkait, yaitu Dinas Perhubungan.

(0]

sPemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan
=

te§<ait pengelolaan parkir, mulai dari penentuan lokasi parkir, penetapan

wn
tééf retribusi, penunjukan juru parkir, hingga pengawasan terhadap

I

p%aksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan. Melalui kewenangan
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tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sistem

©

perparkiran secara tertib, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta
QO

2
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.®
©
oDalam konteks penelitian ini, kewenangan tersebut diwujudkan melalui
3

kehijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menetapkan Peraturan Wali
-~

tha Nomor 2 Tahun 2025 tentang peninjauan tarif retribusi parkir di tepi
jaj_ﬁn umum. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya
(7))

ngnetapkan tarif resmi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk
Py

m‘émastikan bahwa ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten di
lapangan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan antara
tarif yang telah ditetapkan dengan tarif yang dipungut oleh juru parkir.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah

daerah, khususnya dalam aspek pengawasan, belum berjalan secara optimal.
w»

H% ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan

p%lgawasan di lapangan, kurangnya pengendalian terhadap juru parkir, serta
8

Ie@ahnya penegakan aturan.

=]
;EDMenurut analisis penulis, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
dé‘rah tidak hanya sebatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup
Q
ta’b“ggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan tersebut.
=

Dglam hal ini, Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis memiliki peran
wn

fiedk

?® Dedy Endriyono Putra, “Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

TerhadapiPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”, Journal of Legality of Law, Volume 3.,
No.2., (2615), h.232
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strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan retribusi parkir berjalan

s ©

% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

: =

8. Retribusi Daerah

2 B

g Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
2 g

c

gPAD) yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan
3 -~

«Q

em@ntahan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan

Buepgn

mas;@rakat.27 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
(7))

Hubl;rngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada
Py

PasaE 1 Angka 63 Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.?®

Retribusi daerah hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya

digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Salah
w»

satu %arakteristik utama retribusi adalah adanya kontraprestasi langsung, yaitu

mas;;%rakat yang melakukan pembayaran retribusi akan memperoleh pelayanan
=

-

atau iasa secara langsung dari pemerintah daerah. Adapun ciri-ciri yang

=]
melegat pada retribusi daerah antara lain:

SI

ot

1) Reéfribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang

(0]

dap peraturan daerah yang berkenaan.
=

2) Hgsil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

wn
<

V)
" Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), h.63.

? gndonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintali Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 63.

nery
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o
)

) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa)

©
segara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang

2
didakukannya.
=
) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah
. 3
daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
-~

) Sa?znksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu

Buepyf-buepun 16wopullia e3diD ¥eH (o

ji@ tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang
»

d%lenggarakan oleh pemerintah daerah.?

Béfdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membagi retribusi
daerah menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi
pgayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk
ja:; umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

2) Réribusi jasa usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh
p%herintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dé’arnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Rzﬁribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu

p%nerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau

wn
bézian yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan

It

pcit. h.6.
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pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

g © . : : :

C_’; alg_m, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
g' A . . . 30

g umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3 ©

g Salah satu bentuk retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di
2 7

c

depi jalan umum, yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah
3 -~

«Q

@aer% untuk kepentingan masyarakat. Parkir sendiri dapat diartikan sebagai
O

=]

?eadé%m kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu
»

dan gitinggalkan oleh pengemudinya.®® Dalam hal ini, pemerintah daerah

mengédiakan fasilitas parkir sekaligus melakukan pemungutan retribusi atas

penggunaan fasilitas tersebut.

Dengan demikian, parkir bukanlah jenis retribusi yang berdiri sendiri,
melainkan bagian dari retribusi daerah yang termasuk dalam kategori retribusi
jasa umum. Oleh karena itu, pengelolaan parkir harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi
penegapan tarif maupun pelaksanaan pemungutannya.

Dgam konteks penelitian ini, retribusi parkir di tepi jalan umum yang
dikel@la oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan diatur
dalar%' Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Peraturan tersebut

mengiapkan tarif resmi yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan

Q
pem@gutan retribusi parkir di lapangan.
=

Ag uey|

V)
% Abu Bakar Iskandar, dkk, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir

(Jakarta: &ramedia Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, h.8.7

% Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Pedoman Teknis Penyelengara Faslitas Parkir,

(Jakarta: Eiara Wacana, 1996), h.34.
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Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara

ng telah ditetapkan dengan tarif yang dipungut kepada masyarakat. Hal

-3

rif

nunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi daerah, khususnya pada sektor

ﬁwpumgmd!:@en
1digye

arkus belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I

entrut analisis penulis, permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan
-~

pgn-ﬁug.ln 1

eml,lgagutan retribusi, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan

E

‘?erhafé’ap pelaksanaan retribusi parkir. Sebagai bagian dari retribusi daerah,
(7))

parki;; seharusnya dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat
Py

mem@erikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta meningkatkan
pendapatan daerah.

Dengan demikian, diperlukan peran aktif dari Dinas Perhubungan dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir agar sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan retribusi daerah
sebagai sumber pendapatan dan sebagai bentuk pelayanan publik dapat tercapai

w»

Lol
seca% optimal.

Bérdasarkan uraian kerangka teori di atas, penelitian ini menggunakan teori
=

-

penggwasan sebagai pisau analisis utama untuk menilai pelaksanaan
=]

penggi/vasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Teori
<

otonér’ni daerah digunakan untuk memahami dasar kewenangan pemerintah

daer% dalam mengelola dan mengawasi retribusi parkir, sedangkan konsep

retri@si daerah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan

wn
retrililisi parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
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\

Dengan demikian, ketiga teori tersebut saling berkaitan dan digunakan

©
ntu&;menganalms permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait

etldaksesualan antara tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor
'O

TaEiun 2025 dengan praktik pemungutan retribusi parkir, serta untuk menilai
3

ejauE mana fungsi pengawasan telah dilaksanakan secara optimal.

NepulligeIdiosieH

Pen;lltlan Tedahulu

Buepun-ﬁquun 16

Dafé’m penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dan pembanding, penulis
(7))

BinInjes ne;emelﬁeqas diynbusw Bueseq ‘|

engac:ur pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan
Py

ang pe‘ﬁulls angkat. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Fge/ue

1) Al Hamsyah Harke, - (2024) Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi
Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuahmadani).®

Menurut penulis, persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama
membahas tentang pengawasan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan
w»

Ko% Pekanbaru, serta sama-sama berkaitan dengan retribusi parkir di tepi

jaleﬁr umum. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan Perda
=

:Jaquins ueyjingaAusw uep ueywnjuesuaw edue) Ul S|

No@or 14 Tahun 2016 sebagai dasar hukum, dan studi kasus dibatasi pada

=]
Ke@matan Tuah Madani. Sementara penelitian yang ingin penulis teliti

-t

meAggunakan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 dan memiliki

Q
cal@)an lebih luas, serta fokus pada pengawasan pemberlakuan tarif baru.

g uejn

%.Al Hamsyah Harke, “Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Pe@wbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi
Kasus Kegamatan Tuah Madani)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2024).
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SN

—‘I

*Traﬁe Center Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan
Kofépekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017
Terﬁang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Pesg__rta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tugas Perparkiran Pada Dinas

=
Pertiubungan Kota Pekanbaru.®*

Buepun-6uepun 1Bunpuiqg eydin

aalam penelitian ini persamaannya ialah sama-sama menyoroti
pen%awasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta sama-
saniﬂ menggunakan peraturan walikota sebagai dasar hukum penelitian.
Sedcangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian yang diteli
oleh Muhammad Rizgi Lazward menitikberatkan pada pengawasan parkir liar
di lokasi spesifik (Sukaramai Trade Center) berdasarkan Peraturan Walikota
No0.284 Tahun 2017. Sementara penelitian yang penulis teliti fokus pada
pengawasan terhadap pemberlakukan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun
20?@ yang berkaitan dengan peninjauan tarif retribusi, bukan parkir liar.
3) Pajér Pratama Putra, - (2020) Implementasi Pengawasan Penyetoran Retribusi

»

Pargir Di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Jagquuns ueyingaAusw uep ueywnyuesusw eduey Ul sin} eA1ey ynings neje ueibeqgas diynbuswi ﬁuenauq

Pel{énbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan
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Unmm.

ArsiBu

?iMuhammad Rizqi Lazward, “Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Center
Oleh Unih Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kotapekanbaru Berdasarkan
Peraturaff. Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisaéj, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tugas Perparkiran Pada
Dinas Pa;'r;gzubungan Kota Pekanbaru”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2023).

aPajar Pratama Putra, Implementasi Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir Di
Kecamatany Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun
2016 Tenﬁ’ang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, (Skripsi Universitas Lancang Kuning, 2020)

nery wr
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pajar
©

Pratama Putra (2020) terletak pada fokus kajian, dasar hukum, dan ruang
QO

IingT<up penelitian. Penelitian Pajar Pratama Putra berfokus pada
©

implementasi pengawasan penyetoran retribusi parkir di Kecamatan Rumbai
3

Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016,
.y

sehcg?gga titik beratnya berada pada mekanisme penyetoran dan aspek

Buepun-Buepun 16unpuig e3did yeH

adrf.ﬁnistrasi keuangan retribusi parkir di wilayah tertentu. Sementara itu,
(7))

pen;e;Iitian ini menitikberatkan pada pengawasan terhadap penerapan tarif
pargir berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 dengan
cakupan wilayah Kota Pekanbaru secara umum, serta menganalisis tingkat
kepatuhan juru parkir dan kendala pengawasan di lapangan. Dengan
demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada aspek kepatuhan terhadap

tarif dan pengawasan kebijakan terbaru, bukan pada sistem penyetoran

retribusi sebagaimana dikaji dalam penelitian sebelumnya.
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Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian

Eh Jﬁ
=:())
‘/n BAB 111
~ T O
% g 5 EE METODE PENELITIAN
223§ %
e¢ea 9. o ..
5 & A.Z Jenis Penelitian
35532 =
§' ;5;‘5 Da%m penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
= n S
3 I =
g Eugum =Sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan
=~5¢ C
g g@gadakan identifikasi hukum dan bagaimana pelaksanaan hukum ini berlaku
[0} C a wn
© %]
% galam f;_;asyarakat.36 Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer, yaitu data
=) c o
D= ©
= gang digeroleh secara langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun
228
i wawancara
)
(&
z
»
%
&
Y
S

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

alitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

xwr&meouaw edL_m i

ae

leh subjek objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan
in-lain,secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

V)
ada suﬁtu konteks hukum yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

w
etode ;Q;Iamiah.37

(2]

Lolgasi Penelitian

@PQUINS ueymaAugsy uep

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area penelitian dilakukan.®®
Penelitign ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Dinas
Perhubtiﬁgan Kota Pekanbaru dengan fokus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

-*

~
Perparkaan sebagai pelaksana teknis pengawasan di lapangan. Adapun alasan

<

%.Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ull Press, 1982), h.51.

I Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Qiara Media, 2021),
h.125.

ugs ey

‘Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h.66.
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%

£

0l
‘/f)lenulls menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis karena

- T @

‘_"Ugdﬁlya -masalah tentang belum sepenuhnya terlaksananya penerapan Peraturan

a8 =

gvg_llkota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum
2 3

‘é\tgs Péfayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota
v B

Beﬁanba:ru

L 3

Q a

5 ¢

P. §Su§ek dan Objek

g 3

aQSukﬁ’ek penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
c »

Eerparkaan Kota Pekanbaru, Juru Parkir, dan Masyarakat. Sedangkan objek
QO

3 Py

Eenelltlan ini adalah masalah yang akan diamati dan dibahas.* yaitu pengawasan
73

Fetribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan

due

g\/ali Kota Nomor 2 Tahun 2025.
Informan Penelitian

Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data

P UBYWNIFEOUD

ang diminta peneliti hanyalah apa yang mereka ketahui, dan tanggapannya tidak
w»

pat oﬁijbah menjadi apa yang diinginkan.”> Dalam penelitian ini, informan

cg&uaukue

ibagi cEra yaitu:

1) InfG’rman utama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis dan

’.3
detggl tentang objek penelitian yang akan diteliti.

:Jaquuns @2xn

-t

2) Infé*man pendukung, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi

Q
tampahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan penelitian kualitatif.

LG uejn

%. Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori Dan
Praktik) (Eepok: Rajawali Pers, 2020), h.217.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

h.83.
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A
=2:())
\/ﬂ Table 111. 1
-~ O Informan Penelitian
7P 273 Na Jenis Informan Jabatan
coks I®
g o E =
£5c¢d | Kepala Unit
8 33 B nforman Pelaksanaan
g3 s54d 1° Teknis (UPT) Kepala Dinas
® 5O 3 Utama .
30 8 = Perparkiran Kota
[0 b5 =
c 28 = Pekanbaru
Q D 2 = .
552 g = a. Juru Parkir Orang yang
= L .
585 Y i mengatur parkir
§, § c di lapangan
% = 7 Informan
2 § - Pendukung b. Masyarakat Orang yang
=2 T memarkirkan
35 = kendaraan
)
cs§
%55 Jumlah
5 3
8 & 3 Sumber: Data Olahan Penelitian 2025
5=3
= 8 E. Data dan Sumber Data
x
5
Q.

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

aAmaw ue

809

Jaquins ue

<

me&gumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.**

kump&kan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

46

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kumpulan informasi yang

iperlul?n untuk penelitian dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang

~
1) Dafd primer adalah data yang berasal dari lokasi penelitian langsung. Hal ini

QG . . .
ditemukan melalui observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan untuk

«
2) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan guna mendukung data primer

w»n
ata@un data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-
~

=]
bu[<<u literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada

jure

nery wisey]
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o
)

\

kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang

~ T O

E_f C_’;berhybungan dengan masalah yang diteliti.

s %

g gTekﬂlk Pengumpulan Data

g2 B

“é § Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

e IS

gelfagai berikut:

cd &

§1§ Obscervasi, adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu

58 <

3 Qprogés atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami
(7))

pen;ggetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan
yar’@ sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi
yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.

2) Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan
informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang mengetahui
permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara
mempertanyakan secara langsung kepada Informan UPT Perparkiran, juru
par%r dan masyarakat.

3) Stug‘i Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan

8
per%uran perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang

oliteliti.42
m
-

:Jaquins ueyingaAusu uep ueywnjuedsuaw edue) Ul sin} eAIRY ynin

2]
4) Dokumentasi, yaitu kumpulan data yang mencakup penelusuran informasi
=4 : :
ataynpernyataan yang akurat dan faktual serta hasil pengumpulan data, seperti

wy| Jriedg uejn

M. Hajar, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,
2011, h.53:

nery uds



AV VYSAS NIN

JoiU

<,

‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

48

0/a

catatan, notulensi, transkip, rekaman audio, buku, majalah, dan lain

it

= Qsebggalnya

s §

431.5_: AnaI|S|s Data

27 B

€ g Dafam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum
v B

gaém apaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap
Qg &

§er§ua Eata yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan
g 3

gléounalé’n oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang
c

c

ﬁlenggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan

®
éeraturaﬂj;lj perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti
éendlrl sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan
gwaban dari permasalahan yang ingin di pecahkan berdasarkan judul dalam
genelitian ini.

% Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah
=

onstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif
w»

n su%tu pertukaran pengalaman sosial yang diintrepretasikan oleh setiap

cg&uauyue

dlvidli',L Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi—strategi yang

ersﬁat'interaktlf dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami

fenomelg:::é—fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.**
<
l. SistEe’matikaPenulisan
Unf:Qk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis
menggiaébarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

wn
<

V)
"1

B bid, h.18.
ESUegOHO Metode Penelitian Kuanlitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2012), h. g,

IGUNS semn
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Xt =
%%‘:nf"
i _‘/‘BIABI:PENDAHULUAN
F ©
% aMemuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
E = -
9  otujuan dan penelitian.
2 B
AB 11zt TINJAUAN PUSTAKA
2"
c
2 = Memuat Kerangka teori tentang pengawasan, otonomi daerah, retribusi
3 -~
«Q
g ; daerah, dan penelitian terdahulu.
E

AB 11; METODE PENELITIAN
Memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

subjek dan objek, informan penelitian, data dan sumber data, teknik

nely eys

pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
AB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang

berkaitan dengan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan

:Jaquuins ueyingakuaw uep ueswnjuesuauggdue) Ul sin) eAley yninj@g neje uelbeqgas diyguaw Buelejq “|

;‘? Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025
:; serta kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota
?c’:' Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan
% Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.
<

BAB VE*PEN UTUP
Q

oMemuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah

n

=dibahas pada bab sebelumnya.

‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z
u

nery wisey jireig



AV VYSAS NIN

JoiU

&

‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

(PRI
)

eze uelfizqes diynbusis buele|q -

6u@un-
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BAB V

PENUTUP

IBH ©

Ke@mpulan

.Be r;asarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan retribusi
ir 6leh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Wali Kota
or %Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

Pelié)(sanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota

=

Pek%nbaru melalui UPT Perparkiran telah dilakukan melalui penetapan
stal%ar tarif parkir, patroli rutin di lapangan, mekanisme pengaduan
masyarakat, evaluasi terhadap pelanggaran, serta pemberian sanksi
administratif kepada juru parkir yang melanggar ketentuan. Pengawasan
tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tarif parkir
berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2
Tahyn 2025. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan,
pel%sanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini
dit@_dai dengan masih ditemukannya praktik pemungutan tarif parkir yang
met;ébihi ketentuan, khususnya di kawasan pasar tradisional dan beberapa
Iokééi perbelanjaan. Selain itu, pengawasan juga belum mampu menjangkau
sel%uh lokasi dan waktu secara merata, terutama di luar jam patroli

perfﬁawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

S
terﬁmadap ketentuan tarif parkir masih perlu ditingkatkan.
<

2) Adapun kendala dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan

jangkauan dan intensitas pengawasan, faktor ekonomi juru parkir akibat

nery wr
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64

penurunan tarif, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah petugas,

©
rengahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum dan resistensi
QO

terh;_;dap penegakan aturan. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan
©

menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan tidak hanya bersifat teknis,
3

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat.
-~

Olg karena itu, diperlukan upaya pengawasan yang lebih komprehensif dan
berg’elanjutan agar pelaksanaan peraturan dapat berjalan secara optimal.

2
Saran

Py
Be@asarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa point

tara lain:

1) Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, disarankan untuk meningkatkan

kualitas pengawasan retribusi parkir dengan memperluas jangkauan serta
meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada lokasi-lokasi yang rawan
terjadi pelanggaran dan pada waktu di luar jam pengawasan yang selama ini
magh menjadi celah terjadinya penyimpangan. Selain itu, diperlukan
perg*uatan dalam aspek pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir

-

secé%a berkelanjutan, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun penegakan
sang'si yang tegas dan konsisten guna meningkatkan kepatuhan terhadap
ketegﬁtuan tarif parkir. Di samping itu, Dinas Perhubungan juga diharapkan
dapaz'l mempertimbangkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung

-~ . . . .
perggawasan, serta optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat sebagai

wn
ba@an dari pengawasan partisipatif.

I

nery wisey J
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‘/02) Kepada juru parkir dan pengelola parkir, diharapkan untuk meningkatkan

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q
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©
kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan tarif parkir yang telah ditetapkan
QO

dalgp Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Kepatuhan tersebut tidak
©

harya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab

- 3

dalam memberikan pelayanan yang adil dan tertib kepada masyarakat.
-~

De%an adanya kepatuhan yang konsisten, maka potensi konflik antara juru

Buepun-6uepun 1Bunpuiig e3dio yeH

pargir dan masyarakat dapat diminimalisir serta kepercayaan masyarakat
(7))

terhv;;dap pengelolaan parkir dapat meningkat.
Py

3) Keéﬁda masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, diharapkan untuk lebih

memahami ketentuan tarif parkir yang berlaku serta meningkatkan partisipasi
dalam mendukung pengawasan melalui kontrol sosial. konsisten. Masyarakat
diharapkan tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga berperan sebagai
subjek yang aktif dalam menjaga ketertiban dengan cara tidak membayar

melebihi tarif yang ditetapkan serta memanfaatkan mekanisme pengaduan
w»

apagila menemukan pelanggaran. Partisipasi aktif masyarakat ini sangat

perging dalam mendukung efektivitas pengawasan retribusi parkir secara

kesgiuruhan.
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;ahun 2025 dan apa tujuan pengawasan retribusi parkir setelah perubahan
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Bagaimana sistem dan bentuk pengawasan retribusi parkir yang dilakukan

©
oteh UPT Perparkiran dilapangan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota

)

Pjomor 2 Tahun 2025?

©

. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu memastikan juru parkir

3

mematuhi tarif parkir sesuai ketentuan Perwako Nomor 2 Tahun 20257?
=

gan bagaimana prosedur penanganan terhadap juru parkir yang tidak
fﬁematuhi ketentuan tarif atau melanggar?

(]

;;pakah terdapat perbedaan pelaksanaan pengawasan sebelum dan sesudah
gérlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025? Jka ada, apa
perubahan yang paling signifikan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan retribusi parkir saat ini sudah
berjalan optimal? Apa indikator yang digunakan UPT Perparkiran untuk

menilai pengawasan tersebut, serta bagaimana evaluasi dan pembinaan

terhadap juru parkir dilakukan?
w»

Ju@ Parkir

D

ﬁcpakah Saudara mengetahui dan memahami tarif parkir yang diatur dalam

eraturan Wali

oI

ota Nomor 2 Tahun 2025? Apakabh tarif parkir yang Saudara pungut saat

i sudah sesuai dengan ketentuan Perwako Nomor 2 Tahun 2025?

AFIsIaAUN

gjo

pakah Saudara pernah mendapatkan pengawasan atau pemeriksaan dari
tugas UPT Perparkiran/Dinas Perhubungan, dan bagai mana bentuk

ngawasan tersebut?
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4. Apakah pengawasan yang dilakukan membuat Saudara lebih patuh

©
terhadap ketentuan tarif parkir?
QO

5 glenurut Saudara, apakah pengawasan retribusi parkir saat ini sudah

©
aptimal? Apa yang perlu diperbaiki agar pengawasan tersebut lebih tegas
3

dan konsisten?
=

Maé/arakat Pengguna Jasa Parkir

1. gfpakah Saudara mengetahui adanya tarif parkir resmi yang ditetapkan

(]

aeh Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor
P3|

gTahun 20257

. Apakah tarif parkir yang Saudara bayarkan selama ini sesuai dengan tarif

resmi?

. Pernahkah Saudara melihat adanya pengawasan parkir oleh petugas Dinas

Perhubungan atau UPT Perparkiran di lokasi parkir yang saudara

gunakan?
w»

. gllenurut Saudara, apakah pengawasan retribusi parkir di Kota Pekanbaru

gpdah berjalan optimal dan memberikan rasa tertib atau perlindungan bagi
8

Pt

@ngguna jasa parkir?

=

. Menurut Saudara, apa yang harus diperbaiki agar pengawasan retribusi

SI9

et

Barkir di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal ke depan?

o
RUMUSAN MASALAH 11
g

gpa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

wn
dalam §1elakukan pengawasan retribusi parkir terhadap Peraturan Wali Kota

I

Nomor g:Tahun 2025
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Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran

©
Apa saja kendala yang dihadapi UPT Perparkiran dalam melaksanakan

)
=

pengawasan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2
©

Tahun 2025?
3

Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia , baik dari segi jumlah
=

éaupun kapasitas petugas, memengaruhi pelaksanaan pengawasan

@tribusi parkir di lapangan?

A.
e
)
QO
3
3
[0}
a
=
=
@
o
Q
S
©
2
3
c »
c
= 3 Kpakah sarana dan prasarana pendukung pengawasan retribusi parkir saat
QO
3 Py
W) e - . . 3 H .
£ igu sudah memadai? Kendala apa yang paling sering dihadapi terkait
2]
?,)- fasilitas pendukung pengawasan?
=)
o
‘; 4. Sejauh mana keberadaan juru parkir tidak resmi atau parkir liar menjadi
o
>
§ kendala atau hambatan dalam pengawasan retribusi parkir?
c
3
8 5. Bagaimana tingkat kepatuhan juru parkir dan kesadaran masyarakat, serta
Q.
§ penerapan sanksi, menjadi faktor kendala dalam pengawasan retribusi
@ w»
> -+
3 parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 20252
c
B. Jurg Parkir
= 8
3 = : : . ..
g 1. gendala apa saja yang Saudara hadapi dalam menjalankan kewajiban
2 c
%bagai juru parkir sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun
2025?
=
2. Apakah terdapat hambatan dari pengguna jasa parkir atau faktor ekonomi

Hn

(termasuk sistem setoran) yang mempengaruhi keptuhan saudara dalam

wn
enerapkan tarif parkir sesuai aturan?

I

nery wisey J
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3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas

©

Berhubungan di lapangan, dan kendala apa yang saudara rasakan dalam
QO

2
pelaksanaan pengawasan tersebut?
©

4. Apakah Saudara pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari petugas
3

pengawas? Menurut saudara, apa yang menjadi penyebab pelanggaran
£

éasi terjadi meskipun telah ada pengawasan?

5. &Ienurut Saudara, kendala apa yang paling utama yang dihadapi Dinas
(7))

Eerhubungan dalam mengawasi retribusi parkir?

MaB;yarakat Pengguna Jasa Parkir

1. Apakah Saudara pernah mengalami penarikan tarif parkir yang tidak
sesuai ketentuan? Menurut Saudara, apa penyebab hal tersebut masih
sering terjadi?

2. Menurut Saudara, apakah pengawasan parkir oleh petugas Dinas
Perhubungan di lapanga sudah berjalan optimal? Kendala apa yang
gaudara lihat dalam pelaksanaannya?

3. gcpakah kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai tarif parkir resmi

8
ﬁ'ienjadi kendala dalam pengawasan retribusi parkir?

upn

4. %’agaimana sikap masyarakat terhadap juru parkir yang menarik tarif tidak

ISI

S€suai aturan, dan apakah sikap tersebut mempengaruhi pelaksanaan
Q
Eengawasan parkir?
=
5. @Ienurut Saudara, kendala apa yang paling besar dihadapi pemerintah

24g

erah dalam mengawasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru, termasuk

ekanisme pengaduan pelanggaran parkir?
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